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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Berdirinya Kota Pekanbaru 

Menurut versi sejarah, pada masa silam kota ini hanya berupa dusun kecil 

yang dikenal dengan sebutan Dusun Senapelan, yang dikepalai oleh seorang Batin 

(kepala dusun). Dalam perkembangannya, Dusun Senapelan berpindah ke tempat 

pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki, yang terletak di 

tepi Muara Sungai Siak. Perkembangan Dusun Senapelan ini erat kaitannya 

dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada masa itu, raja Siak Sri 

Indrapura yang keempat, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, bergelar Tengku 

Alam (1766-1780 M.), menetap di Senapelan, yang kemudian membangun 

istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan Dusun Senapelan (di sekitar 

Mesjid Raya Pekanbaru sekarang). Tidak berapa lama menetap di sana, Sultan 

Abdul Jalil Alamudin Syah kemudian membangun sebuah pekan (pasar) di 

Senapelan, tetapi pekan itu tidak berkembang. Usaha yang telah dirintisnya 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya, Raja Muda Muhammad Ali di 

tempat baru yaitu di sekitar pelabuhan sekarang. 

Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 

Juni 1784 M., berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima 

Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi 

Pekan Baharu. Sejak saat itu, setiap tanggal 23 Juni ditetapkan sebagai hari jadi 

Kota Pekanbaru. Mulai saat itu pula, sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan 

mulai populer dengan sebutan Pekan Baharu. Sejalan dengan perkembangannya, 

kini Pekan Baharu lebih populer disebut dengan sebutan Kota Pekanbaru, dan 

oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau. Jauh sebelum 

Sultan Abdul Djalil Alamuddin Syah, putra Sultan Abdul Djalil Rahmat Syah 

memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Siak dari Sungai Mempura ke 

Senapelan pada 1763 Masehi, Petapahan dan Teratak Buluh juga menjadi pusat 

perdagangan yang cukup ramai pada saat itu. Kedua daerah ini tempat 

berkumpulnya para pedagang dari pedalaman Sumatera membawa hasil pertanian, 

hasil hutan, dan hasil tambang.Oleh para pedagang, hasil pertanian, hasil hutan 
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dan hasil tambang tersebut mereka bawa ke Singapura dan Malaka mengunakan 

perahu. Untuk jalur perdagangan Sungai Kampar, pusat perdagangannya terletak 

di Teratak Buluh. Sedangkan pusat perdagangan jalur Sungai Siak terletak di 

Petapahan. Perdagangan jalur Sungai Kampar kondisinya kurang aman, perahu 

pedagang sering hancur dan karam dihantam gelombang (Bono) di Kuala Kampar 

dan sering juga terjadi perampokan yang dilakukan oleh para lanun. Sedangkan 

Sungai Siak termasuk jalur perdagangan yang cukup aman. 

Senapelan ketika itu hanya sebuah dusun kecil yang letaknya di kuala 

Sungai Pelan, hanya dihuni oleh dua atau tiga buah rumah saja (sekarang tepatnya 

di bawah Jembatan Siak I). Pada saat itu di sepanjang Sungai Siak, mulai dari 

Kuala Tapung sampai ke Kuala Sungai Siak (Sungai Apit) sudah ada kehidupan, 

hanya pada saat itu rumah-rumah penduduk jaraknya sangat berjauhan dari satu 

rumah ke rumah lainnya. Ketika itu belum ada tradisi dan kebudayaan, yang ada 

hanya bahasa, sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang tinggal di pinggir 

Sungai Siak. 

Bahasa sehari-hari yang mereka pakai adalah bahasa Siak, bahasa Gasib, 

bahasa Perawang dan bahasa Tapung, karena orang-orang inilah yang lalu-lalang 

melintasi Sungai Siak. Pada saat itu pengaruh bahasa Minang, bahasa Pangkalan 

Kota Baru dan bahasa Kampar belum masuk ke dalam bahasa orang-orang yang 

hidup di sepanjang Sungai Siak. Setelah Sultan Abdul Djalil Alamuddin Syah 

memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Siak dari Sungai Mempura ke 

Senapelan, pembesar-pembesar kerajaan serta orang-orang dalam kerajaan serta 

keluarganya ikut pindah ke Senapelan. Dan pada saat itulah tradisi serta budaya, 

bahasa sehari-hari terbawa pindah ke Senapelan.Di Senapelan, sultan membangun 

istana (istana tersebut tidak terlihat lagi karena terbuat dari kayu). Sultan juga 

membangun masjid, masjid tersebut berukuran kecil, terbuat dari kayu, makanya 

masjid tersebut tidak bisa kita lihat lagi sekarang ini. Dari dasar masjid inilah 

menjadi cikal bakal Masjid Raya Pekanbaru di Pasar Bawah sekarang ini. 

Sultan juga membangun jalan raya tembus dari Senapelan ke Teratak 

Buluh. Sultan Abdul Djalil Alamuddin Syah membangun pasar, yang aktivitasnya 

hanya sepekan sekali. Belum sempat Senapelan berkembang, Sultan Abdul Djalil 

Alamuddin Syah wafat pada 1765 masehi dan dimakamkan di samping Masjid 
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Raya Pekanbaru, sekarang dengan gelar Marhum Bukit.Pasar pekan dilanjutkan 

oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang dibantu oleh ponakannya Said Ali 

(Anak Said Usman). Di masa Raja Muda Muhammad Ali inilah Senapelan 

mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasar yang dibangun yang 

pelaksanaannya hanya sekali sepekan melahirkan kata Pekanbaru. Pekan (berarti 

pasar sekali sepekan). Baru (baru dibangun saat itu). Saat itulah nama Senapelan 

lama kelamaan semakin menghilang, orang lebih banyak menyebut Pekanbaru. 

Setelah Pekanbaru menjadi ramai maka muncullah para pendatang dari 

pelosok negeri mulai dari Minang Kabau, Pangkalan Kota baru, Kampar, Taluk 

Kuantan, Pasir Pengaraian, dan lain-lain. Awalnya mereka berdagang, lama 

kelamaan mereka menetap. Dengan menetapnya para pedagang tersebut di 

Pekanbaru lalu mereka melahirkan generasi (anak, cucu, cicit). Anak, cucu, dan 

cicit tersebut menjadi orang Pekanbaru. Masing-masing pedagang yang datang 

dan menetap di Pekanbaru membawa bahasa serta tradisi dari asal daerah mereka 

masing-masing. Lalu mereka wariskan kepada anak cucu dan cicit mereka. Dari 

situlah mulai kaburnya bahasa, tradisi asli Pekanbaru yang berasal dari Kerajaan 

Siak.Kalau ingin tahu lebih jelas lagi mengenai sejarah, bahasa serta tradisi asli 

Pekanbaru, tanyakan kepada orang-orang Pekanbaru yang nenek moyang mereka 

berasal dari Siak, atau nenek moyang mereka orang-orang yang hidup di dalam 

lingkungan Kerajaan Siak. 

 

4.1.1 Pekanbaru Sebagai Ibukota Propinsi Riau 

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 

Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte 

(kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, 

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI  mulai 

menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung 

Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat 

sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat 

kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. 

Untuk menanggapi maksud surat  kawat tersebut, dengan penuh 

pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat 
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meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan 

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 

September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota 

Daerah Swantantra Tingkat I Riau. 

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar 

pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa 

Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, 

maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota 

Propinsi Riau. Keputusan  ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam 

Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan 

dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi 

Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru. 

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk 

Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke 

Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di 

daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang 

Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution. 

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama 

mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung 

pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara 

persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur 

pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi. 

 

4.2 Keadaan Umum Kota Pekanbaru 

4.2.1 Keadaan Geografis 

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau 

Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. 

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 1010 14’- 1010 34’ Bujur Timur 

dan 00 25’- 00 45 Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan 

oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km2. 

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 1. Sebelah utara berbatasan 
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dengan Kabupaten Kampar dan Siak; 2. Sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Pelalawan; 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar 

dan Pelalawan; 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar; Kota 

Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. 

Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, 

Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai 

Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan. Sungai 

Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke 

kota serta beberapa daerah lain di Provisi Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru 

sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga 

merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta 

industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, maka tidak mengherankan jika Kota 

Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang 

berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal 

dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia 

 

4.3 Sejarah Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Pekanbaru 

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru, merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak 

lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001, telah dibentuk 

susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di 

Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 

141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di 

Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak 

di Jalan Teratai No.83 Pekanbaru. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang 

kedudukan,tugas, fungsi dan susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat 

dilihat pada uraian berikut ini . 
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4.3.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Visi 

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang 

mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan. 

Misi 

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata 

2. Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan 

3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan 

bertanggung jawab  

4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme di bidang industri dan perdagangan 

5. Menyediakan informasi industry dan perdagangan yang akurat 

6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, 

distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan 

pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.  

 

4.3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan 

         Perdagangan Kota Pekanbaru  

1. Tujuan 

 Misi Disperindag Kota pekanbaru di implementasikan dalam bentuk 

jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-

perbaikan yang ingin dicapai. Pencapain dilakukan dengan membuat skala 

prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas 

Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.  

2. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur 

industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.  
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3. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya 

struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di 

pasar global (Global Market).  

4. Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang profesional 

dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan 

perdagangan yang menguasai IPTEK. 

5. Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerja sama industri dan 

perdagangan baik lokal, regional, maupun nasional.  

2. Sasaran  

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan 

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari 

Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran 

kinerja yang sifatnya lebih konkrit dan riil daripada tujuan. Sasaran Dinas 

perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain: 

1. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan 

undang-undang yang berlaku.  

2. Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan ramah 

lingkungan 

3. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan 

peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.  

4. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha bidang industri dan perdaga 

ngan.  

5. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan 

perdagangan dan meningkatnya kerja sama industri dan perdagangan 

dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar. 

 

4.3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan 

          Perdagangan Kota Pekanbaru  

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru selanjutnya 

disingkat DISPERINDAG adalah instansi berkedudukan di Pekanbaru. Kantor 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan sebagian 
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tugas pokok Kantor Pemerintahan di Pekanbaru. Sebagai instansi Pemerintahan, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu:  

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industry dan 

perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan propinsi dan daerah 

2. Pelaksanan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan 

perdagangan disesuaikan dengan pengembangan daerah/wilayah yang 

bersangkutan serta perizinan 

3. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan dibidang 

program, sub dinas perlindungan konsumen 

4. Konsultasi dengan pemerintah di Pekanbaru dan melaksanakan hubungan 

kerjasama dengan instansi/dinas terkai serta organisasi asosiasi dunia 

usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota 

5. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

6. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa 

dalam rangka pemasaran dalam negeri ekspor 

7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan 

pembinaan dan pengembangan industry dan perdagangan 

8. Urusan tata usaha kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

 

Menurut surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001, 

tentang susunan organisasi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru terdiri dari: 

1. Sub Dinas Tata Usaha  

2. Sub Dinas Program  

3. Sub Dinas Perindustrian  

4. Sub Dinas Perdagangan  

5. Sub Dinas Kerjasama  

6. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional  
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a) Sub Dinas Tata Usaha 

 Mempunyai tugas mengkordinasikan, membina dan merumuskan 

pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan dengan 

urusan tugas sebagai berikut:  

1. Mengkordinasikan/membina dan merumuskan rencana program kerja 

tahunan bagian Tata Usaha.  

2. Mengkordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata 

laksana administrasi umum, perlengkapan, inventaris, kepegawaian serta 

keuangan.  

3. Mengkordinasikan, membina dan merumuskan rencana anggaran dinas.  

4. Sub Bagian Umum Perlengkapan 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan 

pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan 

kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol 

serta kearsipan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku.  

5. Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas merumuskan, membina dan melaksanakan pengelolaan 

dan pembinaan keuangan dilingkungan, serta merumuskan kebijakan 

fasilitas peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

6. Sub Bagian Kepegawaian 

Mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan 

administrasi kepegawaian dilingkungan dinas serta perumusan kebijakan 

fasilitas kep egawaian dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

b) Sub Dinas Program  

Mempunyai tugas mengkordinasikan, membina dan merumuskan 

kebijakan dan rencana pengembangan di bidang industry perdagangan 

dilingkungan kantor dinas dan perdagangan kota pekanbaru. Sub Dinas Program 

terdiri dari:  

1. Seksi Penyusunan Program 



40 
 

 
 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana 

program dinas, pengawasan bimbingan berdasarkan peraturanperundang- 

undangan yang berlaku.  

2. Seksi Data dan Informasi 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan 

penyiapan informasi di bidang industry dan perdagangan.  

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian  

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap rencana dan program dilingkungan dinas 

perindustrian dan perdagangan di Pekanbaru.  

4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Mempunyai tugas merumuskan, membina dan melaksanakan evaluasi dan 

laporan pelaksanaan kegiatan industry dan perdagangan.  

c) Sub Dinas Perindustrian  

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan 

bimbingan teknis pembinaan dan penyuluhan dunia usaha industri, pengembangan 

serta teknis pendidikan standar mutu industry. Sub Dinas Perindustrian terdiri 

dari: 

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan  

2. Seksi Usaha Perindustrian  

3. Seksi Iklim Usaha  

4. Seksi Perizinan 

d) Sub Dinas Perdagangan  

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan 

peningkatan dan pengembangan ekspor dan kegiatan impor serta evaluasi dan 

pelaporan. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari:  

1. Seksi Usaha Perdagangan 

Mempunyai tugas melaksanakan usaha perdagangan, monitoring bahan 

strategis, serta evaluasi dan pelaporan.  

2. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan Mempunyai tugas 

merumuskan dan melakukan pembinaan penerbitan daftar perusahaan serta 

evaluasi dan pelaporan  
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3. Seksi Metrologi Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

pembinaan pengelolaan standar mutu, bimbingan, ukuran, arus panjang 

dan volume, serta koordinasikan pengendalian PPNS metrology.  

e) Sub Dinas Kerjasama  

Mempunyai tugas mengkordinasikan, membina, merumuskan dan 

peningkatan kerja sama industri, pengkajian, potensi daerah dibidang industri dan 

perdagangan serta evaluasi laporan. Sub Dinas Kerjasama terdiri dari:  

1. Seksi Pengkajian 

Mempunyai tugas dan melaksanakan rencana dan program pengkajian 

dalam rangka kerjasama dibidang perindustrian dan perdagangan.  

2. Seksi Perdagangan  

Mempunyai tugas  merumuskan dan melaksanakan rencana program 

koordinasi kerjasama di bidang industry serta evaluasi dan pelaporannya.  

3. Seksi Perdagangan 

Mempunyai tugas dan melaksanakan rencana dan program pengkajian 

koordinasi kerjasama di bidang perdagangan serta evaluasi danp 

pelaporan.  

f) Sub Dinas Pembinaan danPerlindungan  

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan 

pemberian pembinaan dan perlindungan serta pengawasan kebijakan 

perdagangan, perlindungan konsumen serta penyuluhan. Sub Dinas Pembinaan 

dan Perlindungan terdiri dari: 

1. Seksi Promosi dan Pembinaan  

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program 

promosi dan perlindungan usaha serta evaluasi dan pelaporannya.  

2. Seksi Perlindungan Konsumen 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program 

pembinaan dan pengawasan kebijaksanaan perlindungan konsumen.  

3. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan 

Mempunnyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana program 

pendataan,  pencegahan dan bimbingan teknis gangguan dampak 

lingkungan bagi perusahaan.  
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4. Seksi Penyuluhan 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program 

penyuluhan dan pelatihan sector industry dan perdagangan, evaluasi dan 

pelaporan.  

g) Jabatan Fungsional  

Mempunyai tugas dan melakukan tugas sesuai jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok 

jabatan fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di pimpin oleh 

seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perindustrian dan 

perdagangan kota Pekanbaru 

 

4.4. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru 

4.4.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk 

membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk 

Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan 

Pembangunan di Daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga 

Ketentraman dan Ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah yang 

dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan 

teratur.Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah 

mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina 

ketentraman dan ketertiban di Wilayah serta Penegakan atas Pelaksanaan 

Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata – 

mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan saja tetapi justru 

diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan 

memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban Satuan Polisi 

pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan 
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pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak 

yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan. 

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan 

Penyuluhan, Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan tindakan 

Penertiban dengan cara memberikan Peringatan secara lisan dan atau tertulis, 

tindakan cegah dini/ pengaturan jaga, pengawalan dan Patroli. Disusunnya 

Rencana Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 

2012 – 2018 agar Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sinergis 

dalam menyikapi Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota sehingga tercapailah 

kondisi Kota Pekanbaru yang kondusif. 

 

4.4.2. Landasan Hukum 

Landasan Hukum yang digunakan dalam menyusun Pemantapan Kinerja 

adalah : 

1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

SATPOL PP 

3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 2005 tentang 

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang SATPOL PP 

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah 

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 
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9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur 

Organisasi SATPOL PP Kota Pekanbaru; 

10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Rincian 

Tugas, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru 

 

4.4.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru adalah sebagai haluan dan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Sedangkan tujuan disusunnya 

Pemantapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah agar: 

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya tidak 

menyimpang dari Ketentuan yang ada. 

2. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mentaati dan tidak melanggar 

ketentuan yang ada. 

3. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas lebih 

mengedepankan rasa tentram, tertib, dan nyaman serta aman bagi 

masyarakat. 

 

4.4.5. Visi dan Misi SATPOL PP Kota Pekanbaru 

Visi 

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat 

hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai 

berikut : 

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma 

hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga 

terselenggara sendi –sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan 

tentram. 

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata 

dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram 

lahir dan bathin. 
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3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang 

memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat 

ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi 

bersama agar kehidupan menjadi teratur. 

Misi 

“Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta Menumbuhkan Kepatuhan Hukum Masyarakat” 

 

4.4.6. Tugas Pokok SATPOL PP 

SATPOL PP mempunyai Tugas dalam Penegakan PERDA dan 

memyelenggarakan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan 

Perlindungan Masyarakat. 

1. Fungsi SATPOL PP 

Dalam melaksanakan Tugas SATPOL PP mempunyai Fungsi sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta 

Perlindungan Masyarakat. 

2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah. 

3. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat di daerah. 

4. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat. 

5. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan  

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Daerah, atau aparatur lainnya. 

6. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah 

2. Wewenang SATPOL PP 

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai 

Wewenang sebagai berikut : 
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1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhada warga masyarakat, 

Aparatur / Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan 

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. 

2. Menindak warga / masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang 

mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat. 

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / 

badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah. 

5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur / 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan 

Kepala Daerah. 

3. Struktur Organisasi SKPD 

Berdasarkan eraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Struktur 

Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Rincian 

Tugas Tata Kerja SATPOL PP Kota Pekanbaru. SATPOL PP Kota Pekanbaru 

dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 ( 

empat ) orang Pejabat Eselon IV diantaranya : 

1. Kasubag Tata Usaha 

2. Kasi Operasional 

3. Kasi Pembinaan dan Kapasitas 

4. Kasi PPNS 

 

4.4.7 Tugas dari masing – masing tersebut di atas adalah : 

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : 

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan 

atau Keputusan Kepala Daerah 

2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentaman 

dan ketertiban umum di Daerah 
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3. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala 

Daerah serta kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah 

4. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala 

Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

atau PPNS atau Aparatur lainnya 

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas 

6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistic dan pelaporan 

2. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

3. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan 

4. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat 

menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas 

5. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran 

keuangan lainnya,serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan 

6. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala 

Satuan 

7. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa Fungsional 

dan Pengawasan lainnya; 

8. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program; 

9. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, 

perlengkapan, keuangan dan penyusunan program Satuan; 

10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; 

11. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau 

tidak ada di tempat; 
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12. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman 

dan petunjuk Administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan, umum dan rumah tanggadi lingkungan Satuan; 

13. Menkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacaraserta keprotokolan 

14. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, membuat laporan 

tahunandan evaluasi sebagai pertanggungjawaban Satuan 

15. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor; 

16. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing; 

17. Mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan informasi, data, 

laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

18. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan 

secara lisan maupun tulisan; 

19. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan cara 

konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; 

20. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengantugas dan fungsinya. 

C. Seksi Operasional mempunyai tugas: 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum di daerah 

2. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman 

dan ketertiban umum 

3. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian 

operasional; 

4. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan 

Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya; 

5. Merumuskan dan melaksanakan pemgawalan dan Kesamaptaan; 
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6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing; 

7. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 

Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan lebih lanjut; 

8. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara 

konsultasi,kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis; 

9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

D. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas: 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan 

personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka 

Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan 

peralatan kerja 

2. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

elaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas 

3. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang 

ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan 

Keputusan Walikota 

4. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing 

5. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 

Pembinaan Pengembangan Kapasitas berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut 

6. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Pembinaan Pengembangan 

Kapasitas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis 

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

E. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas: 
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1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran 

serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran 

Perda dan Peraturan Walikota; 

2. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan 

3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan penyidikan 

4. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan 

latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS 

5. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing 

6. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan informasi, data, laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;\ 

7. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis 

8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengantugas dan fungsinya. 

 


